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Abstrak: Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya bersama. Dalam 
pengelolaannya, sumber daya bersama dihadapkan pada persoalan yaitu munculnya 
persaingan antar penggunanya yang disebabkan oleh karakteristik sumber daya yang bebas 
dimanfaatkan oleh siapapun, tetapi kemanfaatan dari sumber daya akan berkurang. Implikasi 
dari persoalan tersebut menimbulkan suatu fenomena yang disebut commons dilemma. 
Fenomena ini terjadi ketika pengelolaan sumber daya bersama dan konsekuensi di dalamnya 
dihadapkan pada lemahnya aspek kelembagaan. Fenomena ini pula yang terjadi pada objek 
penelitian yaitu Daerah Irigasi Kapilaler. Masalah yang terjadi yaitu timbulnya konflik air 
antar petani sepanjang saluran irigasi tersebut. Masalah yang terjadi memiliki sejarah dan 
transformasi pengelolaan yang cukup kompleks dengan melibatkan banyak pihak baik 
pemerintah, petani maupun swasta di bidang air minum dalam kemasan. Lemahnya 
kerjasama antar pihak mengakibatkan masalah menjadi berkepanjangan. Adapun metode 
penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus. 
Teknik analisis dilakukan dengan analisis kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa commons dilemma yang terjadi pada pengelolaan Daerah Irigasi 
Kapilaler merupakan suatu kondisi dimana pengelolaan sumber daya air dihadapkan pada 
lemahnya kerjasama antar pengguna sehingga berdampak buruk pada kondisi fisik sumber 
daya itu sendiri hingga akhirnya timbul persaingan antar pengguna. Dari penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa kondisi sumber daya yang memadai tidak menjamin keseluruhan 
keberhasilan pengelolaan sumber daya, selama aspek kelembagaan masih lemah. 
 
Kata kunci: Sumber Daya Bersama, Commons Dilemma, Pengelolaan Daerah Irigasi 
Kapilaler 
 
Abstract: Water resource is a part of common pool resources. In the management, common 
pool resources are faced with triggered conflicts between stakeholders because the resource 
characteristics are freely used by everyone, but its useful will be decreased. The implication 
of this problem is emerging a phenomenon called commons dilemma. This phenomenon is 
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happened when the management of common pool resources and its consequences is faced 
with the weakness of institutional aspect. This phenomenon also happened on the research 
object that is Kapilaler Irrigation Area. The problem is water conflict between farmers througt 
out that canals. The problem has the history and complexity management transformation 
that involve many stakeholders that are government, farmer as well as drink water business 
corporate. The lack of cooperation among stakeholders has an impact on the continuity 
problems. Based on this problem, the research is used a qualitative approach with case study 
strategy research. Analysis technique is used descriptive qualitative analysis. The research 
finds that commons dilemma in the management of Kapilaler Irrigation Area is a condition 
that water resources management was faced by the weakness of cooperation between 
stakeholders so it gives negative impact to the resources and finally ensued rivalry between 
the user. This research also shows that the sufficiency of resource condition is not assured all 
successfully of resource management while the institutional aspect is still weak. 
 




Pengelolaan sumber daya air dihadapkan pada masalah yang sangat kompleks. Air 
yang memiliki nilai vital pada tatanan kehidupan sosial-budaya, ekonomi serta lingkungan 
cenderung saling bertentangan (Rustiadi et al., 2011). Sumber daya air yang memiliki 
karakteristik sebagai sumber daya bersama (common pool resources) juga memiliki 
tantangan tersendiri. Keberadaan common pool resources yang bersifat “open to all”, 
menyisakan konsekuensi yaitu kebebasan bagi para pengguna untuk mengakses sumber 
daya bersama sehingga para pengguna tidak dapat melarang pengguna lainnya namun 
timbul persaingan di antara para pengguna tersebut (Blomquist dan Ostrom, 1985;  Randal, 
1983, dalam Wade (1987). Diketahui pula bahwa aspek kelembagaan sangat 
mempengaruhi pengelolaan sumber daya bersama (Gifford & Gifford, 2000). Implikasi dari 
pengelolaan itu kemudian memunculkan fenomena common dilemma.  
Istilah commons dilemma pertama kali dikemukakan oleh Hardin (1968) dalam 
kasusnya tentang penggunaan padang rumput oleh para penggembala yang akhirnya 
menimbulkan isu common pool resources dan mengakibatkan munculnya suatu dilema. 
Lebih lanjut, Gifford & Gifford (2000) mendefinisikan commons dilemma sebagai suatu 
kondisi yang terjadi saat sumber daya mulai terbatas sehingga ada indikasi salah satu 
pengguna mengeksploitasi sumber daya lebih cepat dari pengguna lainnya atau 
menghalangi pengguna lainnya untuk menggunakan sumber daya. Lebih lanjut, Hardin 
(1968) mengungkapkan bahwa perlu adanya pembatasan dalam pemanfaatan melalui 
aturan yang efektif pada sumber daya bersama (common pool resources) guna 
menghindari over use dan free rider. 
Pada konteks penelitian ini, saluran irigasi sebagai salah satu sumber daya air dengan 
karakteristik sebagai common pool resources, memberikan suatu dinamika dalam 
pengelolaannya. Diketahui bahwa pada pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler terdapat 
beberapa masalah yang mengindikasikan terjadinya common dilemma. Pada mulanya 
saluran irigasi dibangun dan dikelola oleh Pabrik Gula Ceper sejak tahun 1927. Saluran 
irigasi ini memanjang dari Sumber Air Kapilaler yang terletak di Desa Ponggok, Kecamatan 
Polanharjo hingga Kecamatan Ceper. Namun, setelah pabrik tutup pada tahun 1997, 
pengelolaan daerah irigasi menjadi bermasalah. Kebebasan petani memanfaatkan air tidak 
disertai dengan pengelolaan saluran mengakibatkan kondisi saluran rusak dan pasokan air 
menjadi terbatas.  
Puncak masalah terjadi ketika berdirinya suatu perusahaan yang bergerak dalam 
bidang Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) pada tahun 2002. Masalah ini terjadi karena 
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lokasi pengeboran air bawah tanah yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sangat 
berdekatan dengan sumber air Kapilaler. Hal ini langsung memicu kemarahan petani 
khususnya petani di Kecamatan Ceper yang mulai dilanda kekeringan saat musim kemarau 
hingga timbul konflik. Pada saat itu, upaya penyelesaian dilakukan melalui transek saluran 
untuk mengetahui masalah riil di lapangan. Selain itu, pihak perusahaan AMDK 
memberikan bantuan perbaikan saluran irigasi dan membentuk organisasi yang mengelola 
DI Kapilaler yaitu Forum Komunikasi Pengguna Air Daerah Irigasi Kapilaler Guyub Rukun 
Manunggal (FK PADIKA). Namun, keberadaan FK PADIKA belum mampu menyelesaikan 
masalah yang ada. Adanya masalah corongan ilegal yang dilakukan oleh petani di Desa 
Brangkal, Beku, Ngabeyan, dan Troso (Kecamatan Karanganom) yang seharusnya hanya 
dilewati Kapilaler namun bukan termasuk dalam DI Kapilaler, menjadi sumber konflik antar 
petani. Selain itu, perubahan aturan kelembagaan, kurangnya peranan pemerintah, dan 
kerjasama antar petani juga turut memperkeruh masalah. Kondisi ini menunjukkan bahwa 
common dilemma sangat beragam dan dinamis karena sulitnya untuk mempertemukan 
hasil yang diinginkan oleh semua pengguna (Ostrom, Walker, dan Gardener, 1986 dalam 
Noailly, Withagen, dan Bergh, 2007).  
Dengan latar belakang tersebut, maka penelitian ini relevan untuk dilakukan guna 
melihat dinamika pada lokus-lokus tertentu karena adanya kemungkinan perbedaan 
karakteristik pengguna pada masing-masing wilayah. Selain itu, penelitian ini menjadi suatu 
fenomena yang berbeda dimana menurut Garduno et al (2011), masalah pengelolaan air 
biasanya terjadi di daerah kering, sedangkan objek penelitian memiliki ketersediaan air 
yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengkaji common 
dilemma yang terjadi pada pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler dan faktor yang 




Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian berusaha 
untuk menggali lebih dalam mengenai transformasi pengelolaan daerah irigasi tersebut 
hingga terjadinya common dilemma serta faktor yang mempengaruhi berdasarkan 
perspektif kelembagaan. Tujuan ini sesuai dengan pendekatan kualitatif yang berusaha 
memahami proses terjadinya suatu peristiwa secara mendalam, mendeskripsikan pola 
tertentu misalnya pola interaksi masyarakat, dan memahami makna serta konteks tertentu 
(Maxwell, 1996). Adapun strategi penelitian yang digunakan yaitu studi kasus. Strategi ini 
bertujuan untuk menyelidiki secara cermat dan mengeksplorasi suatu peristiwa atau 
sekelompok individu, kemudian mengumpulkan data dan informasi untuk kemudian 




Daerah Irigasi Kapilaler 
Daerah Irigasi Kapilaler merupakan kesatuan lahan yang mendapat air dari Jaringan 
Irigasi Kapilaler. Secara administratif, daerah irigasi ini meliputi 17 desa yaitu 3 desa di 
Kecamatan Polanharjo dan 14 desa di Kecamatan Ceper. Namun, dalam penelitian ini 
wilayah studi pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler juga melibatkan beberapa desa yaitu 4 
desa di Kecamatan Karanganom dan Desa Ponggok di Kecamatan Polanharjo. Gambar 1 
menunjukkan daerah irigasi kapilaler yang dijadikan sebagai lokasi penelitian. 
Pertimbangan pemilihan beberapa desa tersebut yaitu pada kenyataan di lapangan 
terdapat keterkaitan masalah dalam pengelolaan DI Kapilaler. Jadi, definisi wilayah 
pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler dalam penelitian ini meliputi daerah yang secara 
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legalitas masuk dalam DI Kapilaler, 4 desa di Kecamatan Karanganom yang dilewati 
jaringan irigasi Kapilaler dan Desa Ponggok sebagai lokasi sumber air dan lokasi sumur bor 
milik sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Air Minum dalam Kemasan (AMDK). 
Jaringan irigasi Kapilaler meliputi bangunan utama, saluran induk/primer, saluran 
pembuangan, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkap lain. Kondisi 
jaringan tersebut sebagian besar cukup baik. Namun, kondisi saluran di daerah hulu kurang 
terawat jika dibandingkan dengan daerah hilir.  
Hal ini jika dikaitkan dengan pembagian daerah irigasi yaitu di daerah hulu hanya 
sebagai lokasi sumber sementara pihak yang memanfaatkan bukan berada di lokasi 
tersebut sehingga ada kecenderungan kurang terawatnya saluran. Sedangkan di daerah hilir 
khususnya Kecamatan Ceper terlihat bahwa kondisi saluran lebih baik karena saluran 




Gambar 1. Daerah Irigasi Kapilaler 
 
Kondisi saluran yang kurang baik menjadi kontras ketika keberadaan DI Kapilaler 
masih sangat penting bagi masyarakat sekitar sebagai sumber air irigasi. Berdasarkan basis 
data Daerah Irigasi Kapilaler, diketahui bahwa 64% dari luas lahan merupakan lahan sawah 
(Kabupaten Klaten dalam Angka, 2013). Para petani DI Kapilaler memiliki tiga pola tanam 
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yang berbeda dalam setahun. Pola tanam ini kemudian berkaitan dengan kebutuhan debit 
air. Pada masa tanam I mulai Bulan Oktober sampai Januari, semua petani menanam padi. 
Sedangkan pada masa tanam II mulai Bulan Februari sampai Mei, dan masa tanam III 
mulai Bulan Juni sampai September, mulai diselingi dengan palawija dan bero khususnya di 
Kecamatan Ceper. Namun, pola tanam antara petani di Kecamatan Ceper dan Polanharjo 
memiliki perbedaan pada masa tanam II dan III. Perbedaan ini kemudian berdampak pada 
perbedaan kebutuhan debit air irigasi hingga memunculkan kecenderungan masing-masing 
petani untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing dan berusaha mengakses “lebih 




Gambar 2. Kondisi Jaringan Irigasi Kapilaler 
 
Berdasarkan gambar 2 di atas dapat diketahui bahwa kondisi saluran di daerah hulu 
kurang terawat jika dibandingkan dengan daerah hilir. Hal ini jika dikaitkan dengan 
pembagian daerah irigasi yaitu di daerah hulu hanya sebagai lokasi sumber tapi tidak ada 
yang memanfaatkan sehingga ada kecenderungan dengan kurang terawatnya saluran. 
Sedangkan di daerah hilir khususnya Kecamatan Ceper terlihat bahwa kondisi saluran lebih 
baik karena saluran digunakan untuk keperluan petani sekitar. 
 
Dampak Pengelolaan Air Bawah Tanah oleh Perusahaan AMDK terhadap Konflik dengan Petani 
Kapilaler 
Pada pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler juga terdapat keterkaitan dengan 
pengelolaan air bawah tanah yang dilakukan oleh perusahaan AMDK. Perusahaan yang 
beroperasi sejak akhir tahun 2002 ini memicu konflik dengan petani. Hal ini dikarenakan 
lokasi sumur bor perusahaan yang sangat berdekatan dengan dengan Mata Air Sigedang 
dan Kapilaler yang menjadi sumber air jaringan irigasi kapilaler (lihat gambar 3). Untuk 
110   Common Dilemma Pada Pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler, Kabupaten Klaten 
JURNAL WILAYAH DAN LINGKUNGAN, 3 (2), 105-120 
http://dx.doi.org/10.14710/jwl.3.2.105-120 
mengatasi konflik tersebut, maka perusahaan AMDK dengan petani kapilaler melakukan 
transek. Kemudian dari pihak swasta tersebut membantu perbaikan saluran dan 




Gambar 3. Kedekatan Lokasi Sumur Bor Perusahaan AMDK Dengan Mata Air Sigedang Dan Kapilaler 
 
Forum Komunikasi Pengguna Air Daerah Irigasi Kapilaler Guyub Rukun Manunggal 
Forum Komunikasi Pengguna Air Daerah Irigasi Kapilaler Guyub Rukun Manunggal 
(FK PADIKA GRM) dibentuk tanggal 11 Juli 2008. Forum yang dibentuk melalui fasilitasi 
dari Universitas Gajahmada ini bertujuan untuk 1) Memfasilitasi masyarakat petani dan 
pengguna air; 2) Meningkatkan hak, tanggung jawab, peran masyarakat petani dan 
pengguna air dalam penataan pola tanam; dan 3)Meningkatkan kemampuan masyarakat 
petani dan pengguna air berkaitan dengan organisasi, teknologi pertanian, usaha tani dan 
ekonomi. Sebenarnya, organisasi ini melalui fasilitasi dari CIRAD, Balitklimat dan Pustek 
UGM sudah melakukan beberapa lokakarya dan rencana aksi. Namun, masalah 
pengelolaan DI Kapilaler yang masih terjadi hingga sekarang khususnya terkait 
pengambilan air secara ilegal oleh petani di Desa Brangkal, Beku, Ngabeyan dan Troso 
(Kecamatan Karanganom). Hal ini menunjukkan kurang terealisasinya rencana yang ada. 
Selain organisasi ini, terdapat organisasi pengelolaan jaringan irigasi yaitu 
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Organisasi ini sudah ada pada tiap desa. Terkait 
dengan P3A tersebut, khusus DI Kapilaler diketahui bahwa semua P3A di Kecamatan Ceper 
dan Desa Borongan sudah berbadan hukum, sedangkan P3A di Desa Glagahwangi dan 
Kapungan belum berbadan hukum. Kaitannya dengan konflik petani akibat adanya 
corongan ilegal di Kecamatan Karanganom, ternyata semua P3A yang dilewati DI Kapilaler 
di kecamatan tersebut belum berbadan hukum. Hingga saat ini, diketahui bahwa 
komunikasi antar FK PADIKA GRM dengan petani dan P3A di Desa Brangkal, Beku, 
Ngabeyan dan Troso belum menemukan kesepakatan untuk berkerja sama. Masalah dalam 
organisasi dan hubungan antar individu yang terkait inilah yang juga menjadi sumber 




Sumber daya merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan. Menurut 
Rustiadi et al. (2011), sumber daya merupakan satu dari empat pilar utama dalam ilmu 
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perencanaan pengembangan wilayah selain aspek ekonomi, kelembagaan, dan lokasi atau 
spasial. Rustiadi et al. (2011) menjelaskan ada empat tipe barang ekonomi yaitu privat 
good, club good, public good dan common good.  
 Public good merupakan barang yang tidak bersaing dan tidak memiliki ekslusivitas. 
Barang publik pada umumnya merupakan barang yang tersedia secara gratis dari alam 
seperti udara yang bersih. Dengan sifatnya yang bebas, maka tidak ada mekanisme 
yang dapat melarang atau menghalangi seseorang untuk memperoleh barang publik.  
 Privat good mencirikan adanya kepemilikan pribadi sehingga tidak semua orang dapat 
menggunakannya secara bebas. Barang privat memiliki ciri exludable dan rivalry  yang 
artinya barang privat tidak dapat dikonsumsi semua orang karena apabila dikonsumsi 
oleh pihak lain dapat mengurangi potensi konsumsi seseorang dan sifat barang yang 
terbatas.  
 Club good mencirikan adanya kepemilikan pihak tertentu sehingga tidak semua orang 
dapat menggunakannya secara bebas. Namun, barang kolektif ini dapat dikonsumsi 
oleh banyak pihak karena tidak akan mengurangi potensi atau kemanfaatan bagi pihak 
lainnya. Contohnya adalah jaringan TV kabel, untuk mendapatkan layanan tersebut 
seseorang harus mengeluarkan biaya tertentu namun walaupun banyak yang 
berlangganan layanan tersebut tidak akan mengurangi kemanfaatan bagi salah satu 
pihak.  
 Common good merupakan barang yang bersifat competitive non excludable. Untuk 
mendapatkan common good, terdapat persaingan namun pengelolaannya tidak dapat 
dibuat secara eksklusif. Pengelolaan common good berkaitan dengan konsep general 
welfare yang bermakna bahwa pengelolaan common good harus digunakan untuk 
kesejahteraan umum. Adapun contoh CPRs adalah saluran air, pantai, padang 
gembala, sungai, air tanah dan hujan tropis. 
  
Common pool resources atau sumber daya bersama merupakan sumber daya yang 
keberadaannya bebas, namun tidak dapat dieksklusifkan oleh salah satu pihak sehingga ada 
persaingan antara pengguna. Indikator common pool resources mencakup persaingan, 
bersifat open to all sehingga tidak bisa melarang siapapun dan adanya biaya yang harus 
dikeluarkan untuk membatasi akses pihak lain (Ostrom et al., 1994 dalam Rustiadi et al., 
2011). Lebih lanjut, Commons dilemma juga diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi 
pada saat sumber daya mulai terbatas sehingga ada indikasi pengguna untuk 
mengeksploitasi sumber daya lebih cepat dari pengguna lainnya atau menghalangi 
pengguna lainnya untuk menggunakan sumber daya (Gifford dan Gifford, 2000). Faktor 
yang mempengaruhi terjadinya commons dilemma yaitu karakteristik sumber daya dan 
kelembagaan (Ostrom dan Blomquist, 1985 dalam Ahn dan Wilson, 2010).  
Sumber daya yang bersifat open to all perlu ada persetujuan bersama mengenai 
pembatasan dalam pemanfaatannya guna menghindari over use dan free rider (Hardin, 
1968). Perlu adanya kerjasama yang baik antar stakeholder terkait pengelolaan common 
pool resources karena common dilemma sangat beragam dan dinamis karena sulitnya 
untuk mempertemukan hasil yang diinginkan oleh semua pengguna (Ostrom et al., 1986). 
Untuk itu, faktor kunci yang mempengaruhi pengelolaan common pool resources yaitu 
kelembagaan (Ostrom, 1990 dalam Ahn dan Wilson, 2010). Kelembagan sendiri 
didefinisikan sebagai aturan main atau norma yang berlaku dalam sistem masyarakat atau 
secara lebih khusus diartikan sebagai sistem tata nilai yang mengatur interaksi antara 
manusia di dalam masyarakat (North, 1990). Kelembagaan pada dasarnya tidak sama 
dengan lembaga (organisasi), kelembagaan mencakup peraturan (aspek legal), norma-
norma (nilai) dan aturan main (penegakan hukum) karena kelembagaan meliputi aturan, 
organisasi, individu, dan interaksi antar individu maupun organisasi tersebut. Faktor yang 
mempengaruhi kelembagaan lokal dalam pengelolaan common pool resources termasuk 
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sumber daya air yaitu karakteristik sumber daya air, karakteristik kelompok pengguna, 
keterkaitan sumber daya air dengan kelompok pengguna, aturan kelembagaan, keterkaitan 





Transformasi Club Resources menjadi Common Pool Resources Hingga Menimbulkan Commons 
Dilemma Pada Pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler 
Berdasarkan analisis transformasi pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler, diketahui 
bahwa terdapat tiga fase, yaitu yaitu pengelolaan DI Kapilaler oleh Pabrik Gula Ceper dari 
tahun 1927 hingga 1997 (fase I), lalu pengelolaan DI Kapilaler pasca tutupnya Pabrik Gula 
Ceper dari tahun 1998 hingga 2002 sebelum adanya perusahaan AMDK (fase II), serta pada 
fase terakhir yaitu sejak adanya perusahaan AMDK tersebut tahun 2003 hingga sekarang 
(fase III). Dari pengelolaan tersebut dapat diketahui dinamika dan runtutan permasalahan 
yang terjadi hingga timbulnya commons dilemma. Gambar 4 menunjukkan hasil sintesis 3 





Gambar 4. Sintesis Transformasi Pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler 
 
Dari analisis transformasi pengelolaan DI Kapilaler diketahui bahwa terjadi 
transformasi karakteristik sumber daya yaitu pada fase I. Pada fase I diketahui bahwa 
pengelolaan DI Kapilaler dilakukan oleh Pabrik Gula Ceper dengan membatasi akses petani 
di sepanjang saluran untuk menggunakan air, kecuali para petani di Kecamatan Ceper. Hal 
ini dikarenakan pihak pabrik juga memiliki kepentingan dengan petani Ceper untuk 
menyokong pasukan tebu bagi produksi pabrik. Namun dalam pemanfaatannya, antara 
petani Ceper tidak memiliki persaingan. Selain itu, walaupun petani tersebut bebas 
Wahyu Indriastuti dan Mohammad Muktiali    113 
JURNAL WILAYAH DAN LINGKUNGAN, 3 (2), 105-120 
http://dx.doi.org/10.14710/jwl.3.2.105-120 
mengakses air, namun kemanfaataan air tidak berkurang. Ketersediaan air irigasi memadai. 
Jadi pada fase I, DI Kapilaler memiliki karakteristik sebagai club resources karena sifatnya 
yang excludable non rivalry. 
Sedangkan pada fase II dan III, pengelolaan DI Kapilaler mencirikan sebagai 
common pool resources. Pada fase II, Sejak Pabrik Gula Ceper tutup, air yang semula 
dikelola penuh oleh pabrik menjadi bebas diakses oleh masyarakat sepanjang DI Kapilaler. 
Namun, kebebasan dalam mengakses air tidak diikuti dengan perawatan yang dilakukan 
oleh para petani. Petani di Kecamatan Ceper yang sebelumnya menggantungkan 
pengelolaan saluran kepada pabrik juga dihadapkan dengan ketidakjelasan siapa yang 
bertanggung jawab untuk mengontrol saluran. Sejak hilangnya posisi ulu-ulu juga semakin 
memperparah pengelolaan. Selain itu, dengan bebasnya pemanfaatan air, maka beberapa 
desa di daerah tengah Kapilaler yang dalam aturan merupakan DI Ponggok juga mengakses 
air Kapilaler secara bebas. Kondisi pada fase II ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan 
sifat air dari club resources menjadi common pool resources karena air dapat diakses 
secara bebas tanpa bisa melarang pihak lain dan dalam implementasinya terdapat 
persaingan. Perubahan tersebut kemudian mengakibatkan munculnya commons dilemma 
yang ditandai dengan adanya indikasi perebutan sumber daya air.  
Selanjutnya, pada fase III setelah adanya perusahaan AMDK, konflik semakin besar 
yang mulanya antar petani menjadi dengan pihak swasta. Tetapi kemudian terdapat 
penyelesaian berupa perbaikan saluran. Namun, hingga saat ini masih terjadi masalah 
pengelolaan DI Kapilaler tersebut dari sisi kelembagaan lokal baik aturan, organisasi atau 
kelompok pengguna yang ada serta interaksi antar stakeholders. Untuk itu, indikator 
commons dilemma yang terjadi pada pengelolaan DI Kapilaler yaitu kondisi air yang mulai 
terbatas, indikasi salah satu pengguna menghalangi atau mengakses sumber daya lebih 
cepat dari pengguna lainnya, adanya free rider, keinginan masing-masing pihak untuk 
memaksimalkan keuntungan, dan lemahnya keinginan untuk bekerjasama.  
Secara keseluruhan, dari transformasi pengelolaan DI Kapilaler disimpulkan bahwa 
pada fase I pengelolaan dapat dikatakan lebih baik karena adanya perawatan saluran yang 
teratur dan tidak adanya konflik baik antar petani maupun dengan pihak Pabrik Gula Ceper. 
Namun kemudian kondisi pengelolaan menurun pada fase II hingga awal fase III, lalu 
berubah lebih baik setelah adanya penyelesaian untuk kondisi saluran air namun dari sisi 
pelaku dan aturan kelembagaan masih memiliki stagnansi. Selain itu, dari transformasi 
pengelolaan DI Kapilaler juga menunjukkan bahwa transformasi tidak hanya berujung pada 
timbulnya commons dilemma, melainkan berpengaruh secara keruangan. Dapat dilihat 
bahwa dari fase I hingga III cakupan ruang yang terlibat dalam masalah pengelolaan DI 
Kapilaler semakin meluas. Pada gambar 5 dapat dilihat bahwa dari fase I hingga III 
cakupan ruang yang terlibat dalam masalah pengelolaan DI Kapilaler semakin meluas. 
Berdasarkan gambaran transformasi pengelolaan DI Kapilaler hingga timbulnya 
common dilemma, diketahui bahwa masalah terjadi karena adanya pengaruh aspek 
kelembagaan dalam pengelolaan tersebut. Kondisi ini berawal dari perubahan aturan 
kelembagaan yang kemudian berdampak pada pengelolaan DI Kapilaler, lalu pemanfaatan 
air secara bebas hingga menimbulkan masalah perebutan air antara para petani. 
Berdasarkan kondisi ini pula diketahui bagaimana interaksi antar stakeholders, organisasi 
yang ada serta pengaruh faktor individu dari kelompok pengguna itu sendiri.  
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Sumber: Hasil Survei, 2014 
 
Gambar 5. Sintesis Transformasi Keruangan Dalam Pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler 
 
Analisis Karakteristik Daerah Irigasi Kapilaler 
Terjadinya commons dilemma pada pengelolaan DI Kapilaler, memerlukan suatu 
tinjauan mengenai karakteristik dari sumber daya itu sendiri sebagai dasar untuk 
menganalisis pengelolaan dalam perspektif kelembagaan. Berdasarkan hasil analisis 
karakteristik DI Kapilaler diketahui transformasi kondisi sumber daya pada fase I, II, dan 
III. Dari tinjauan kondisi sumber daya, pada fase I ketersediaan air masih mencukupi 
semua kebutuhan pengguna, sedangkan pada fase II mulai ada indikasi keterbatasan air 
pada musim kemarau oleh pihak petani Ceper. Kemudian pada fase III, kondisi saluran 
mulai diperbaiki melalui bantuan dari perusahaan AMDK terkait dan gotong royong dari 
pihak petani terutama petani Ceper.  
Selain itu, dari tinjauan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya, diketahui bahwa 
pada fase I, air digunakan oleh Pabrik Gula Ceper dan petani tebu di Kecamatan Ceper dan 
dikelola dengan baik oleh pabrik tersebut dan Dinas Pengairan. Sedangkan pada fase II dan 
III, air bebas digunakan oleh petani sepanjang DI Kapilaler tanpa adanya kerjasama yang 
baik antar petani untuk mengelola dan saluran serta lemahnya peran pemerintah yang 
terkait. Khusus pada fase III, sudah ada organisasi FK PADIKA GRM dan P3A di tiap desa, 
namun organisasi tersebut belum efektif dalam menangani masalah pengelolaan air antar 
petani baik secara internal maupun eksternal (terkait dengan desa non DI Kapilaler di 
Kecamatan Karanganom yang ikut memanfaatkan air kapilaler). Dari analisis ini diketahui 




Wahyu Indriastuti dan Mohammad Muktiali    115 
JURNAL WILAYAH DAN LINGKUNGAN, 3 (2), 105-120 
http://dx.doi.org/10.14710/jwl.3.2.105-120 
Analisis Pengaruh Aspek Kelembagaan terhadap Transformasi Pengelolaan Daerah Irigasi 
Kapilaler 
Berdasarkan gambaran transformasi pengelolaan DI Kapilaler, diketahui bahwa ada 
indikasi pengaruh aspek kelembagaan terhadap common dilemma yang terjadi. Aspek 
kelembagaan meliputi aturan kelembagaan, pihak-pihak yang terlibat serta interaksi antar 
pihak-pihak tersebut.  
1. Analisis Perubahan Aturan Kelembagaan dan Pengaruhnya terhadap Dinamika 
Commons Dilemma pada Pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler 
Aturan kelembagaan dalam konteks sumber daya bertujuan untuk mengatur dan 
mengontrol manajemen sumber daya yang melibatkan banyak pihak. Berdasarkan 
hasil analisis perubahan aturan kelembagaan, diketahui bahwa aturan kelembagaan 
merupakan awal terjadinya pengelolaan DI Kapilaler. Untuk itu, perubahan aturan 
kelembagaan menjadi justifikasi perubahan fase dalam pengelolaan DI Kapilaler. 






Gambar 6. Sintesis Keterkaitan Transformasi Aturan Kelembagaan Dengan Masalah Dalam 
Pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler 
 
2. Analisis Karakteristik Kelompok Pengguna dan Pihak yang Terlibat pada Pengelolaan 
Daerah Irigasi Kapilaler  
Analisis karakteristik kelompok pengguna dan pihak yang terlibat bertujuan untuk 
mengetahui siapa saja pihak yang terlibat dalam pengelolaan DI Kapilaler, peran 
masing-masing pihak tersebut serta tinjauan yang lebih dalam mengenai karakteristik 
individu/kelompok. Untuk pihak pemerintah, diketahui bahwa pihak pemerintah 
terlibat pada fase I dan fase III. Pada fase I, Dinas Pengairan berperan untuk 
mengelola dan mengontrol saluran irigasi, sedangkan pada fase III, Dinas Pengairan 
berperan untuk membangun jaringan irigasi primer dan sekunder dan pengelolaan 
mulai dilakukan dengan memberdayakan organisasi petani. Tidak hanya itu, terdapat 
peran Dinas Pertanian untuk membina kelembagaan petani yaitu Perkumpulan 
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Petani Pengguna Air (P3A) pada jaringan irigasi tersier serta pihak pemerintah desa 
sebagai fasilitator dan regulator. Sedangkan untuk pihak swasta, diketahui bahwa 
pada fase I DI Kapilaler dikelola dan dimanfaatkan oleh Pabrik Gula Ceper, 
sedangkan pada fase III terdapat keterkaitan pengelolaan DI Kapilaler dengan 
perusahaan yang bergerak di bidang AMDK yang berlokasi sangat dekat dengan 
sumber air jaringan irigasi tersebut. Perusahaan yang bergerak di bidang AMDK 
berperan dalam pengelolaan DI Kapilaler karena lokasi pengeboran air bawah tanah 
yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sangat dekat dengan Mata Air Sigedang 
dan Kapilaler. Namun demikian, perusahaan AMDK memiliki konfik dengan para 
petani, dimana para petani mengharapkan ada campur tangan perusahaan AMDK 
untuk menyelesaikan masalah terkait konflik kepentingan air. 
Terkait dengan potensi konflik air antar petani, maka diketahui bahwa peran dan 
karakteristik petani sangat mempengaruhi hal tersebut. Diketahui pada fase I, pihak 
petani yang terlibat hanya petani di Kecamatan Ceper dengan karakteristik yaitu 1) 
ada indikasi sebagai free rider; 2) tingkat ketergantungan terhadap air kapilaler sangat 
tinggi; dan 3) tidak ada kerjasama atau pelibatan pihak petani untuk mengelola DI 
Kapilaler karena dikelola mutlak oleh Pabrik Gula Ceper.  
Berbeda halnya pada fase II, mulai melibatkan pihak petani di Desa Brangkal, Beku, 
Ngabeyan, dan Troso (Kecamatan Karanganom) yang sebenarnya tidak termasuk 
dalam daerah aliran irigasi kapilaler. Adanya kebebasan oleh semua petani sepanjang 
DI Kapilaler untuk memanfaatkan air dan lemahnya pengelolaan serta monitoring 
maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik petani yang terlibat yaitu 1) adanya 
keinginan menjadi free rider; 2) keinginan untuk memaksimalkan keuntungan; 3) 
tingkat ketergantungan terhadap air kapilaler sangat tinggi; 4) rendahnya keinginan 
untuk bekerjasama antar petani Kapilaler; dan 5) mulai terjadi dampak negatif oleh 
salah satu pihak (petani hilir) yaitu petani di Kecamatan Ceper mulai mengalami 
kekeringan terutama pada musim kemarau.  
Kemudian pada fase III, pihak petani yang terlibat semakin banyak. Pada fase ini juga 
sudah ada FK PADIKA GRM sebagai organisasi pengelola DI Kapilaler, namun antar 
petani belum melakukan kerjasama yang baik. Hal ini sangat dipengaruhi oleh 
karakteristik petani yang terkait. Diketahui pada fase III, karakteristik petani meliputi 
sikap 1) adanya keinginan menjadi free rider; 2) keinginan memaksimalkan 
keuntungan masing-masing; 3) tingkat ketergantungan terhadap air kapilaler sangat 
tinggi; 4) sudah ada kepekaan terhadap masalah yang terjadi; 5) tingkat kepercayaan 
antar petani masih rendah; dan 6) ada kemauan bekerjasama tapi implementasi 
kerjasama belum menemukan kesepakatan. Dari karakteristik tersebut diketahui 
bahwa petani masih mementingkan kepentingan individu atau kelompok petani 
masing-masing sehingga upaya kerjasama masih belum optimal.  
 
3. Interaksi Antar Stakeholders dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Common 
Dilemma pada Pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler 
Berdasarkan hasil analisis peran dan karakteristik stakeholder, telah diketahui bahwa 
peran dan karakteristik masing-masing pihak akan berpengaruh terhadap tindakan 
para pelaku. Tindakan tersebut kemudian akan tercermin dari interaksi antar pelaku 
pada pengelolaan DI Kapilaler. diketahui bahwa pada fase I, ada kerjasama antar 
semua pihak. Namun pada fase II dan III, interaksi antar stakeholders memiliki 
dinamika baik kerjasama, komunikasi maupun konflik. Analisis ini menunjukkan 
bahwa perbedaan persepsi dan kepentingan pada level kelompok pengguna memang 
sangat rumit dan memiliki tantangan yang lebih besar. Baik peran pemerintah, petani 
maupun swasta yang terlibat harus memiliki sinkronisasi. Khusus pada interaksi antar 
petani mengindikasikan lemahnya hubungan dan kerjasama antar petani baik hulu, 
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tengah maupun hilir. Gambar 7 menunjukkan sintesis transformasi keterkaitan peran 




Gambar 7. Sintesis Transformasi Keterkaitan Peran Antar Stakeholders Dalam Pengelolaan Daerah 
Irigasi Kapilaler 
 
Analisis Keterkaitan Faktor Karakteristik Sumber Daya Air dengan Aspek Kelembagaan dalam 
Pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler 
 Keterkaitan Sumber Daya Air dengan Aturan Kelembagaan 
Berdasarkan hasil analisis ini diperoleh kesimpulan yaitu aturan kelembagaan 
mempengaruhi pengelolaan. Lalu lemahnya pengelolaan kemudian mempengaruhi 
kondisi air Daerah Irigasi Kapilaler yang semakin terbatas. Jadi dapat dikatakan 
bahwa aturan kelembagaan mempengaruhi kondisi sumber daya.  
 Keterkaitan Sumber Daya Air dengan Kelompok Pengguna dan Pihak yang Terlibat 
Berdasarkan hasil analisis ini diperoleh beberapa kesimpulan yaitu 1) aspek 
kelompok pengguna mempengaruhi aspek sumber daya yang digunakan; 2) faktor 
lokasi mempengaruhi jaringan irigasi Kapilaler, distribusi pengguna, dan keadilan 
alokasi air.  
 
Faktor Eksternal 
Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa salah satu masalah yang memicu konflik 
antar petani yaitu adanya corongan ilegal di Kecamatan Karanganom. Jika ditelaah lebih 
dalam, para petani di Desa Brangkal, Beku, Ngabeyan dan Troso ini memiliki alasan dan 
pertimbangan lain untuk tetap bisa mengakses air kapilaler. Berdasarkan hasil analisis 
kondisi DI Kapilaler pada fase II dan III, diketahui bahwa adanya kebijakan minapolitan di 
daerah hulu dirasakan para petani Karanganom sangat mempengaruhi debit irigasi. 
Kebijakan minapolitan tersebut merupakan kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat 
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dimana terdapat 4 kecamatan yang termasuk karena memiliki potensi persediaan air cukup 
tinggi, yaitu Kecamatan Karanganom, Tulung, Polanharjo dan Jatinom.  
Namun, demikian muncul permasalahan mengenai kebutuhan air yang digunakan 
untuk perikanan dimana para petani di Desa Brangkal, Beku, Ngabeyan dan Troso yang 
lebih memilih menggunakan air kapilaler yang melewati daerahnya dibandingkan tetap 
menggunakan air dari DI Ponggok yang dirasa mulai terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa 
kebijakan minapolitan berpengaruh terhadap persepsi dan preferensi petani DI Ponggok 
yang mengakibatkan debit air irigasi berkurang. Gambar 8 menunjukkan pengelolaan 




Gambar 8. Pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler Pada Fase III 
 
Sintesis Commons Dilemma pada Pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler  
Berdasarkan uraian keseluruhan mengenai penelitian ini, maka fenomena commons 
dilemma dapat dijelaskan baik berupa sejarah pengelolaan hingga akhirnya menimbulkan 
common dilemma, gambaran seperti apa commons dilemma yang terjadi, hingga faktor 
yang mengakibatkan commons dilemma berdasarkan perspekstif kelembagaan.  
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Fenomena commons dilemma yang terjadi pada pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler 
yaitu suatu kondisi dimana pengelolaan sumber daya air dihadapkan pada lemahnya 
kerjasama antar para pengguna sehingga berdampak pada memburuknya kondisi fisik 
sumber daya. Kondisi ini kemudian mengakibatkan terbatasnya sumber daya sehingga 
memicu terjadinya persaingan antar pengguna. Ada enam indikator commons dilemma 
yang terjadi yaitu kondisi air yang mulai terbatas pada musim kemarau, keinginan untuk 
memaksimalkan keuntungan, adanya upaya salah satu pengguna mengurangi akses 
pengguna lainnya, adanya free rider, rendahnya kesadaran terhadap masalah yang ada, 
serta masih rendahnya keinginan untuk bekerja sama. Commons dilemma yang terjadi 
pada penelitian memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya terkait sejarah 
terjadinya commons dilemma itu sendiri, lokus dan masalah fisik, serta faktor yang 
mempengaruhi. Dari keseluruhan temuan penelitian, maka dapat diperoleh temuan utama 
yaitu kondisi sumber daya yang memadai tidak menjamin keseluruhan keberhasilan 
pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya tersebut, selama aspek kelembagaan dalam 
pengelolaan masih lemah. Hal ini menunjukkan tantangan kelembagaan lokal untuk 
mampu mengatur pengelolaan sumber daya bersama dengan baik dan adil guna mengatasi 
commons dilemma yang terjadi. Selain itu, pentingnya pengelolaan bersama untuk 
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Indikator commons dilemma : Kondisi air kapilaler mulai terbatas, perubahan pola tanam petani 
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